BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Di kecamatan Pauh penyelesaian delik adat Sumbang-Salah yang
dilakukan oleh remaja atau orang yang belum menikah penyelesaiannya
biasanya dilakukan oleh keluarga saparuik dan yang paling tinggi adalah

penyelesaian melalui Kerapatan Adat Nagari. Penyelesaian yang dilakukan

diterapkan kepada

a adat berupa uang

1 hasil musyawarah
agi ke masyarakat
nt. Pelaku perzinaan
denda dan dinikahka intuk meminta maaf kepada
masyarakat adat yang diwakili oleh anggota sidang. Apabila perbutan
pelaku tidak dapat ditoleransi lagi maka diterapkan sanksi diusir dari
lingkungan tersebut.

Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan mulai memudarnya
penerapan hukum adat di kecamatan Pauh, antara lain disebabkan oleh
penegak hukum, masyarakat, sanksi adat yang belum optimal dan

perkembangan zaman. Dari beberapa faktor tersebut, faktor yang paling



berpengaruh adalah faktor masyarakat, masyarakat yang banyak merantau
dan ditambah dengan banyaknya pendatang mengakibatkan lunturnya adat
setempat. Tidak sedikit perkara perzinaan yang tidak dilaporkan kepada
penegak hukum juga membuat penerapan hukum tidak berjalan
sebagaimana mestinya.
B. Saran
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memiliki

beberapa saran dalam penyempurnaan skripsi ini agar tujuan dari skripsi ini

1. ya dari penerapan
dkukan oleh remaja,

bertujuan untuk

2 penjatuhan sanksi

% raRay ALk gk ar al ini dikarenakan
masih : r hukum adat yang
diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri sehingga kurangnya peran dari
pemuka adat. Pemuka adat juga bisa memberikan wadah terhadap
remaja agar dapat meluangkan waktu dengan kegiatan positif seperti
kegiatan keagamaan, dan hal positif lainnya.

3. Sebaiknya pihak kampus bekerjasama dengan Kerapatan Adat Nagari

sekitar Pauh, untuk mencegah terjadinya perkara-perkara yang tidak

diinginkan khususnya perkara mengenai perzinaan ini. Hal ini



dikarenakan banyaknya mahasiswa yang datang dari luar daerah yang
tidak mengetahui sanksi-sanksi adat Minangkabau yang masih berlaku
didaerah sekitaran kampus.

. Untuk menciptakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan rasa
keadilan masyarakat, penulis menyarankan agar pemuka adat melalui
Kerapatan Adat Nagari untuk lebih memperhatikan penegakan hukum
yang ada di nagarinya. Penulis merasa Kerapatan Adat Nagari perlu

melakukan penyusunan Peraturan Nagari yang di dalamnya tercantum

um adat setempat,
berian sanksi denda
dapat lagi diubah.

ar adanya kepastian
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